Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM TATA PERSURATAN DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan
mendukung terciptanya keseragaman dalam pengurusan
surat agar lebih efisien, efektif, dan sistematis guna
memperlancar komunikasi kedinasan, perlu adanya
pedoman umum tata persuratan dinas sebagai dasar dan
acuan dalam penyelenggaraannya,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Tata Persuratan

Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial;

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 5286);



Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

S. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di
Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1293);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 90);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN UMUM
TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL.

Pasal 1
Pedoman wumum tata persuratan dinas di lingkungan
Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 2
Pedoman umum tata persuratan dinas di lingkungan
Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dipergunakan sebagai acuan atau pedoman di unit kerja
dalam melakukan pengurusan surat di lingkungan

Kementerian Sosial.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1914



